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Publik Bisa Akses 16

Dokumen Capres-Cawapres

homisi Pemilihan Umum membatalkan keputusan kPU No 731
sebanvak 16 dokumen capres cawapres dapat kembali diakses oleh publik.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah
disored sejumlsh prhak, Koms
Pemilhan  Umum,  Selasa
{109 2025), memhatalkan Ke-
putusan KPL Nomor 730 Ta-
hun 2025 tentang Penetapan
Dokumen Persvaratan Fasand-
an Calon Presiden dan Wakil
Presiden  sehagai  [nformasi
Publik yamg Dikecualibon KL
Dengan pembatalan itu, publik
fini kembali dapat mengakses

16 dokumen pers s
sangan cilun peserts pemilihan
presiden.

Keputusan - KPL Nomwor

TS diterhitkan pada 21
Apuslus 2023 Beputusan ter
sebut mengatur tentang 1o do-
FUMEN peTsyaratan pasangan
calon presiden dan calon wakil
presiden (upres dan covwapres)
sebagial infurmast publik vang
dikecualikan atau tak hisa di-
buka untuk publik. Dokumen
perswaratan itw di antaranya fo-
tokopt kartu tanda pendudek
elektronik dan foto akta kela-
Rriran, bukti kehilusan herupa
fotokopi azah, dan surat tanda
taumat belyjar. Surat keterangan
catatan kepolisian (SKCK) dari
kepolisian juga masuk di da-
Tamny,

“Rami menggelar rapal se-
card khosus untuk membahas
kan magyarakat, dan se-
lanjutnys melakukan koeordi

mash dengan pikak-pihak pen-
tng, msimya Komist In
formasi Fublik Akhirnya kami
secara kelembagaan memitus-
Kan untuk me batalkan kepu-
tusan kPU Nomur 731 Tahun
20257 kata Ketua ' KFU Mo-
chammad Afifdddin di Jakarta,
Selasa

Alfwddin mencgskan, pe
ngelolaan date termasuk do-
kumen vang herada di KPLL
tetap herpeduman pada aturan
vang berlaku Karena sy, se
jumlsh informasi vang awalnvs
dikecualikan tetap dapat diak-
see publik apabila pibak pemilik
dals memberkan izin sevan
tertulis. ~Misalnys, informasi
vang dikecuslikan bisa dibuka
Karena pilake yang: rahasia
divmgkap  telah - memberkan
zan tertulis” katanyva

Keputusan KP'U No Til-
NS helakangzn menjadi sn-
mtan karema publik meman
dung dokumen yang dikecua-
Iikan merupakan ba
infirmasi yang semestinya di-
peroleh publik zekait calon pe
mimpinmyL

Publik mengaitian keterbu-
b infvrmnasd ity demaan ka-
sy anggota DERD Wakatebi,
wakn Lita. Setelah terpilih dan
dilantik baru diketshui bahws
Litao mempakan huron Polda
Sulawesi Tenggarn selama 10

taliuin

Kepala Bidany Humas Polda
Sultra Komisaris Besar [is Kris-
Han mengingkapkan. kasus du-
gian lh'l11}JIII1I.I|'I.aII1 ViRHg e
Libatkan seorang anggola DERD
Wikatobi saat-ini terus ber-
proses di kepolisian. Polda Sul-
tra telah memangani kasus ini
hingga  pencbapan lersangka
dan menangani laporan berkait
adanya kelalaian dalam.pena-
g

"Saluah situnya lerkait pencr
bitan surat keéterangan catutan
kepolisian (SKCK). Pengawas
telah melilkukan swdit intermal
dan Jitermukan adanya kel
an Petudss yand menarims per-
mohoran - penhuatan  SKCK
fieacha 203 it dlibailad Tl eata
Tes i Kernlar, Suliswes: Tenga
re pekan lalu (Kompasid,
1149/2025),

Puhlik tidak ingin kesalahan
serup teradi dalam pemiliban
Calun pemimpin, lermasuk cap
res dan cawapres. Karena it
publik memandang inforasi

pin vang i antarnva didapat
dari dokumen persyarstan ha-
rus betap bisa diskses secars
terbuka,

Atifudidin menuturkan, awal
nye Keputussn KPU No 731/-
05 dibuat dalam rangha me-
nyesaikan - aturan  internal,

peraturan KFL, Undang-Un-
dang No 72017 tentang Femilu,
Undang-Undang No 142008
temtang Keterbukaan Informasi
Pubiik st Lndang-Undang
No 272022 lentang Pedin
dunygan Dhata Pribadi.

Transparansi

Ketua Kumst 10 DPRC Rifigl
nizamy Karsayuda menutur-
kan, selunafy tahapan kepemi-
are 2udal seharisnya hisa di-
ikses vlch publik schagal ben
tuk transparansi. (Meh karena
i informasi terkait dengan
deskurnen peadaftaran juga se-
dapal mungkin bisadliakees
pubrlike

Keterbulesan tersobut, Lanjut
Rifiginizammy_jugn difekankan
ke dokumen vamg Likik
bersifat rahasia negara dan me
nyanghut privasi "Ini untuk
mengetahui sejauh mana per-
syaratan it dilengkapi cleh |
ra peserla pemiy, termasuk
capres dan cawapres, Sudah se-
wiajarya sehagai hagian dan
transparans dan akuntabilitas
permilu, seluruh tahapan kepe
miluan itu bisa diskses oleh
bl njarmy.

Il senada disampaikan
Koordinator  Komite  Pernilih
Indonesia Jeirry Sumampow.
Menurmt dia, Undang-Undang
Pemilu dan Undang-Undang

2025, Hal ini membuat

Keterhukaan Informasi Publik
memegiskan, pemilh berhak
mengetahui latar belakang ca-
lem sebelum ataupun setelsh
menentukan pilihan,

Tierkait dhengan hal it Lunjut
Jeirmy, lungkah KPU yang se-
befumiya menutup dokumen
penealaman hertentangan de-
ngfan prinstp akuntabilite lem
baga publik. Sudah semestinya
KU bertarmpming jawab kepada
rakyat  dengan  memastikan
lrunsperansi rekam jejak, 0
tegritus, dan kepabuhan bukum
calni,

Selain itu, Jeirry mengingt-
kan buhwa Pusal 226 UUD 1045
menegaskan  penyelengfarsan
pemily yang kangsung, umum,
e, mahasia, jujur, don adil
“Tramsparans adalih prisy:
kejuuran dan keadlan terse-
but,” ujarnya.

Divektur - Demaocracy — and
Election Empowerment Part-
nership (DEEP) [ndonesia Nenl
Wur Hayati juga sempat memnya-

vanghan v Reputisan
KFL Na 2005 Keputu=an

fu dimila semakin jauh dar
transparansi dan akuntabilitas
ik,

Meerh rrengtakan, keputusan
tersebut bukan schadar kelirw
secara hukum, melsinkan juga
herhahaya secara politik:
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